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		Pengaruh Anexasi Terhadap Pendidikan di Palestina
			
				 Posted by Connor Rodriquez  October 7, 2021October 8, 2021Plomission			

			
	
		Pengaruh Anexasi Terhadap Pendidikan di Palestina – Isu saat ini antara Israel dan Palestina adalah konflik kritis karena warga Palestina menghadapi kemungkinan aneksasi dari wilayah di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang mempengaruhi 2,1 hingga 3 juta warga Palestina. Perselisihan politik telah berlangsung selama kurang lebih 100 tahun karena kemungkinan aneksasi menjadi kenyataan. Namun, pertanyaan tentang pendidikan, perawatan kesehatan, dan hak asasi manusia menjadi lazim ketika mempertimbangkan Palestina dan rakyatnya. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang masalah perdamaian di Palestina.
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Konflik




Konflik kekuasaan politik Palestina dan Isreal berasal dari keinginan akan tanah yang sama dan kekuasaan atasnya. Dengan Isreal sudah menguasai 60% Tepi Barat dan ingin menguasai lebih dari 30% lebih, warga Palestina khawatir tentang rumah dan kehidupan mereka karena mereka dapat memaksa individu untuk pergi sebagai hasilnya. Bagi banyak orang Palestina, hasil keseluruhan dari aneksasi sulit ditentukan, tetapi Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menyatakan, “gelombang kejutan dari aneksasi akan berlangsung selama beberapa dekade.” Karena pencaplokan adalah ilegal menurut hukum internasional dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hasil dari serangan balik diharapkan dapat terjadi.




Pada tahun 2019, Isreal menghancurkan ratusan properti di Tepi Barat karena kurangnya izin yang disetujui, banyak di antaranya dimiliki oleh warga Palestina yang telah membangun rumah tanpa izin yang layak. Meskipun mereka membangun rumah tanpa izin, orang Palestina hanya boleh mendapatkan konstruksi yang disetujui oleh Israel. Lebih sering daripada tidak, mereka ditolak.




Penghancuran daerah-daerah ini dapat merugikan banyak individu dan masa depan perdamaian di Palestina. Pengungsi Palestina ditawarkan layanan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, tempat tinggal dan banyak lagi. Badan tersebut mendefinisikan pengungsi Palestina sebagai “orang-orang yang tempat tinggal normalnya adalah Palestina selama periode 1 Juni 1946 hingga 15 Mei 1948, dan yang kehilangan rumah dan mata pencaharian sebagai akibat dari konflik 1948.”




Dampak pada Pendidikan




Akibat kekerasan, banyak yang mengkhawatirkan keselamatan anak-anak, sistem pendidikan, dan perdamaian di Palestina. Ancaman kehancuran mempersulit rute ke sekolah karena siswa atau guru mungkin dihentikan di pos pemeriksaan keamanan, dan kekerasan di masa lalu telah terjadi oleh pasukan Israel. Diperkirakan 19.000 anak terlibat dalam 111 kasus inferensi pendidikan yang berbeda di Tepi Barat yang didokumentasikan oleh PBB pada tahun 2018.




Pada tahun 2018, UNRWA mengalami beban keuangan yang cukup besar sebagai akibat dari keputusan pemerintah Amerika untuk mengurangi anggaran untuk tahun tersebut. Ini adalah pemotongan anggaran paling signifikan dalam sejarah untuk agensi tersebut, yang mengakibatkan kerugian sebesar $300 juta untuk tahun tersebut. Bagi banyak orang, sekolah seharusnya mewakili lingkungan yang aman dan nyaman. Akibat anggaran baru, anak-anak dan keluarga khawatir tidak bisa kembali bersekolah. Hal ini menyebabkan UNRWA meluncurkan kampanye Dignity is Priceless, kampanye penggalangan dana global yang mengadvokasi kebutuhan pendidikan dan kesehatan siswa. Tujuan kampanye adalah untuk memastikan bahwa akan ada cukup dana dan dukungan untuk membuka kembali pintu. Ini membuka jalan bagi organisasi lain untuk mendukung pendanaan pendidikan.
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Kampanye untuk Bantuan




Banyak organisasi berdiri untuk mendukung perdamaian di Palestina, mencari bantuan selama krisis kemanusiaan yang signifikan ini. UNICEF bekerja untuk membuat dampak di komunitas-komunitas ini yang sekarang kekurangan kebutuhan seperti air minum dan akses pendidikan yang tidak aman. Aksi Kemanusiaan UNICEF untuk Anak-anak 2020 telah menerima dana $13,7 juta, meningkatkan akses ke air untuk lebih dari 30.000 orang dan menyediakan tangki air untuk lebih dari 4.100 rumah tangga. Pada akhir 2019, mereka terus mendukung sistem pendidikan Palestina yang menilai bahwa 6.200 anak-anak mengakses sekolah dengan aman, dan 90.000 siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan musim panas.




Bagi banyak anak di Palestina, pendidikan adalah keinginan, bukan kesempatan yang diberikan. Kampanye Hak atas Pendidikan (Right2Edu) berusaha untuk membawa kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak Palestina dan kesulitan yang dihadapi sistem pendidikan. Pada saat yang sama, ada perjuangan untuk perdamaian di Palestina. Right2Edu mulai membantu mahasiswa dan fakultas yang akan menjadi sasaran penangkapan pasukan Israel dan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang mungkin mengalami gangguan pendidikan dalam perjalanan ke atau dari sekolah. Misi utama Hak atas Pendidikan adalah untuk mengejar hak asasi manusia atas pendidikan untuk semua.




Perjuangan untuk perdamaian antara kedua negara terus menjadi perjuangan yang berat. Dengan penekanan pada masa depan anak-anak di Palestina, 3 kampanye dari LSM menunjukkan dukungan mereka melalui kampanye dan kunjungan lapangan untuk terus memberikan bekal dan harapan bagi mereka yang ada di Palestina.

Read More.. Pengaruh Anexasi Terhadap Pendidikan di Palestina	
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		Meningkatkan Penyediaan Air di Negara Palestina – Air adalah sumber daya yang sangat penting di Palestina; namun, penduduknya berjuang untuk mendapatkan jumlah yang cukup untuk bertahan hidup. Ketika Palestina dan Israel menandatangani Persetujuan Oslo, orang-orang Palestina harus menerima akses air pada tingkat tertentu. Namun, populasi Palestina telah berlipat ganda sejak Persetujuan Oslo mulai berlaku. Meskipun populasinya terus bertambah, Palestina tetap memiliki jumlah akses air yang sama seperti pada tahun 1995. Ini merepotkan, mengingat tujuan Kesepakatan Oslo adalah untuk menjamin pasokan air Palestina akan meningkat menjadi sekitar 200 juta meter kubik pada tahun 2000. Jumlah air saat ini akses yang dimiliki rakyat Palestina tidak cukup. Menghadapi situasi yang mengerikan ini, berbagai organisasi internasional bekerja untuk meningkatkan pasokan air di Palestina.




Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID)
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Salah satu organisasi yang telah membantu Palestina selama beberapa waktu sekarang adalah badan pembangunan internasional, USAID. Sejak 1994, kelompok tersebut telah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur Palestina. Salah satu kunci keberhasilan badan tersebut dalam meningkatkan sumber daya air di Palestina adalah peningkatan jaringan distribusi air. Hal ini mengakibatkan akses ke air bersih untuk sekitar 310.000 orang pada tahun 2014.




Sejak 1994, USAID telah mengebor atau merenovasi 17 sumur dan memasang pipa air sepanjang 900 kilometer. Selain membantu warga memenuhi kebutuhan dasar manusia, inisiatif USAID telah meningkatkan perekonomian negara. Secara total, upaya aksesibilitas organisasi telah menyediakan 1.300.000 hari kerja bagi warga Palestina.




Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)




Program Pembangunan PBB juga telah meningkatkan pasokan air di Palestina. Salah satu contoh dukungan program tersebut adalah di kota Rafah Palestina. Di sini, hanya 7% air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Untungnya, UNDP membantu warga Palestina ini dengan membangun tangki air 3000 meter kubik. Tangki air ini telah meningkatkan pasokan air untuk sekitar 50% dari populasi kota. Hingga saat ini, UNDP telah melakukan 200 proyek lain yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan air di Palestina.




UNDP juga telah memprakarsai Program Rehabilitasi dan Pasokan Air Darurat. Banyak perbaikan yang sedang berlangsung telah membantu orang-orang di Rafah. Selain itu, daerah Tel Al Sultan, dekat Rafah, juga mengalami peningkatan pasokan air. Misalnya, 75.000 orang yang tinggal di daerah tersebut memiliki akses ke pasokan air yang dapat diandalkan selama sekitar 12 jam per hari. Ini sangat kontras dengan statistik sebelumnya dari setengah jumlah itu, yang diberikan setiap tiga hari. Kota lain yang dijangkau oleh Program Rehabilitasi dan Pasokan Air Darurat adalah Beit Hanoun. Sekitar 70.000 warga Palestina di daerah ini sekarang memiliki sumber air yang dapat diandalkan karena penerapan dua tangki air. Kedua tangki cukup mendistribusikan air dari sumur di seluruh kota. Terakhir, UNDP telah memasang 10.000 meter jaringan air baru dan lebih baik yang akan mencegah kontaminasi pipa.




Harapan Warga Palestina Agar Air Dapat Mengalir
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Sementara warga Palestina masih berjuang untuk mendapatkan sumber air yang mereka butuhkan, mereka telah menerima bantuan penting dari organisasi internasional seperti USAID dan UNDP. Ketika Palestina terus menerima bantuan yang bermanfaat ini dan menuai manfaat kesehatan dan ekonomi berikutnya, ada harapan bahwa negara ini akan segera menyediakan air bersih untuk semua penduduknya.

Read More.. Meningkatkan Penyediaan Air di Negara Palestina	
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		Hak-Hak Perempuan di Wilayah Konflik Palestina – Palestina, seperti banyak wilayah konflik, terlibat dalam perjuangan berkelanjutan untuk mengamankan hak-hak sipil rakyatnya. Hak-hak perempuan di Palestina adalah masalah yang sangat mendesak, dengan perempuan merupakan salah satu populasi negara yang paling rentan.




Apa yang Menyebabkan Masalah?
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The Daily Sabah menerbitkan sebuah artikel jitu oleh Najla M. Shahwan yang membahas isu-isu utama yang dihadapi. Shahwan menguraikan dua alasan utama mengapa hak-hak perempuan diprioritaskan di Palestina: “pendudukan Israel dan kontrol patriarki internal.” Kedua penyebab ini, antara lain, bertanggung jawab atas lanskap yang tidak stabil untuk melindungi hak-hak perempuan Palestina dan mengatasi kerentanan spesifik mereka. Misalnya, bidang yang mengkompromikan hak-hak perempuan di Palestina adalah sektor pertanian, kepemilikan tanah, dan ranah domestik.




Penangkapan Israel dan Hak Asasi Manusia




Keadaan di sekitar Palestina selalu memungkinkan untuk memprotes dan ketegangan antara militer Israel dan Palestina. Banyak wanita Palestina melihat dampak buruk dari kurangnya akses ke sumber daya dasar seperti makanan dan air bersih. Konflik bersenjata di ruang sipil juga sangat berdampak pada mereka. Hal ini telah menyebabkan berbagai bentuk perbedaan pendapat termasuk protes dan bentrokan dengan penegak hukum Israel. “Sayangnya, wanita Palestina yang ditangkap dan dipenjara di Israel menderita kondisi hidup yang tak tertahankan di penjara Israel, dirampas sepenuhnya dari hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan hak atas pendidikan,” menurut Daily Sabah.




Gender dalam Pertanian, Kepemilikan dan Pengakuan Tanah




Contoh lain dari isu gender di Palestina adalah kepemilikan tanah dalam hal pertanian dan ketahanan pangan. Pekerjaan dan agen pekerja secara historis merupakan isu yang bersilangan tetapi selalu memasukkan penaklukan perempuan. Di Palestina, PBB melaporkan bahwa ”walaupun perempuan berkontribusi secara aktif di sektor pertanian, kurang dari 5 persen yang benar-benar memiliki properti pertanian”. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa, menurut Strategi Gender Lintas Sektoral Nasional 2014-2016, “peran penting yang dimainkan perempuan di sektor pertanian sebagian besar tidak diakui.”




Kekerasan Terhadap Perempuan




Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian khusus bagi perempuan Palestina. Wanita Palestina telah mengadvokasi undang-undang perlindungan dan perubahan budaya dalam perawatan korban selama beberapa tahun. Masalah yang dihadapi perempuan Palestina diperumit oleh pembagian wilayah antara Gaza dan Tepi Barat, namun kedua wilayah tersebut memiliki tujuan yang sama untuk melindungi para penyintas.




Kekerasan di Dua Front




Salah satu pelacak utama pelanggaran hak-hak perempuan di Palestina adalah PBB. PBB bekerja dengan berbagai komisinya, termasuk komisi pengungsi dan UNRWA, untuk mengumpulkan data dan menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia ini. Laporan PBB menggambarkan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai isu multifaset. Baik militer Israel maupun kekerasan dalam rumah tangga adalah pelaku utama kekerasan terhadap perempuan Palestina. Perempuan dari segala usia dapat terkena kekerasan, tetapi perempuan yang lebih muda (usia 25-29) adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan pelecehan.




Dalam laporan PBB 2011 statistik berikut menjelaskan ruang lingkup ancaman ini:




Hanya di bawah 40% wanita Palestina yang sudah menikah menjadi sasaran semacam kekerasan dari suami mereka.




Di Gaza, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan melonjak menjadi sekitar 50%.




Sekitar 23% perempuan mengalami kekerasan saat bekerja.




Sisi Hukum




Preseden hukum sangat penting untuk kemajuan hak-hak perempuan. Saat ini, di Palestina, “tidak ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang komprehensif.” Pendukung dan organisasi perempuan Palestina telah mendorong jenis perlindungan hukum ini, serta perlindungan hukum keluarga, selama lebih dari sepuluh tahun, dengan sedikit keberhasilan.




Reporter Human Rights Watch Rothna Begum menjelaskan bahwa jenis hukum yang telah diadvokasikan oleh perempuan Palestina selama lebih dari 10 tahun akan mencapai 3 hal:




	Latih penegak hukum tentang cara mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga.
	Mengamankan pelatihan yang tepat untuk investigasi.
	Mengubah norma sosial untuk membuat pelaporan diterima dan melindungi pelapor.





Elemen kunci lain dari undang-undang perlindungan perempuan yang perlu diperhatikan adalah adanya “pengaduan resmi” korban. Begum menjelaskan pentingnya memastikan bahwa penyelidikan tidak bergantung pada pengaduan korban dengan menunjuk pada skenario berikut: bagaimana jika seorang wanita tidak menyuarakan pengaduan? Dengan memastikan bahwa penyelidikan didasarkan pada bukti dan bukan pengaduan memungkinkan “penuntut untuk melanjutkan kasus pidana tanpa adanya pengaduan resmi dari korban jika mereka memiliki bukti pelecehan, yang sangat penting karena jika tidak, pelaku atau keluarga mereka dapat menekan korban. untuk tidak memulai atau melanjutkan dengan keluhan.”
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Perempuan di Palestina harus memiliki platform untuk mengadvokasi kesetaraan dan perlindungan yang layak mereka dapatkan. Ini adalah waktunya untuk mengakui hak-hak perempuan di Palestina. Isu yang paling mendesak adalah pembentukan undang-undang perlindungan perempuan untuk memastikan dasar perlindungan hukum dan sistem yang aman bagi para penyintas. Faktor geografis memperumit kemampuan organisasi gerakan ini. Namun, dengan kemampuan jaringan saat ini, gerakan ini hanya akan terus tumbuh dalam ukuran dan kesatuan.

Read More.. Hak-Hak Perempuan di Wilayah Konflik Palestina	
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		Kesehatan Mental Masyarakat di Negara Palestina – Pengungsi dan warga Palestina di Wilayah Pendudukan terkena sejumlah besar kekerasan dan teror sebagai akibat dari pendudukan Israel. Paparan ini telah meningkatkan prevalensi gangguan kesehatan mental seperti PTSD, insomnia dan bahkan skizofrenia. Artikel ini akan memberikan beberapa wawasan tentang masalah kesehatan mental yang lazim di antara orang Palestina, sistem perawatan kesehatan, dan solusi yang mungkin untuk membantu memfasilitasi respons kesehatan mental yang lebih baik.




Syaratnya
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Orang-orang Palestina di Wilayah Pendudukan tinggal di wilayah yang sangat tidak stabil dan tidak stabil. Baru-baru ini, telah terjadi peningkatan kesadaran akan efek yang hidup selama beberapa dekade agresi politik dan kekerasan yang berkelanjutan terhadap kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar tetapi yang paling sedikit diketahui di Palestina Pendudukan. Hampir sepertiga warga Palestina sangat membutuhkan intervensi kesehatan mental. Namun, layanan kesehatan mental di Pendudukan Palestina berada di tengah-tengah bidang penyediaan layanan kesehatan yang paling kekurangan sumber daya.




Warga Palestina telah mengalami serangkaian peristiwa traumatis yang berkisar dari pemenjaraan dan penyiksaan hingga pengangguran, pembongkaran rumah dan perampasan tanah. Semua pengalaman ini menumbuhkan lingkungan ketidakstabilan, stres, ketidakpastian, dan kecemasan terus-menerus, yang dapat memengaruhi kesehatan mental secara berbahaya.




Kesehatan mental menjadi perhatian bagi orang dewasa dan anak-anak di Wilayah Pendudukan. Orang dewasa yang terpapar pembongkaran rumah menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, dan paranoia yang lebih tinggi. Namun, efek psikologis dari kondisi di Palestina Pendudukan sangat traumatis bagi anak-anak. Banyak anak yang terluka mengalami gangguan psikologis yang parah. Prevalensi masalah perilaku dan gejala psikopat di antara anak-anak sangat tinggi. Sekitar 32,7% anak-anak di Jalur Gaza menderita PTSD tingkat parah, 49% anak-anak menderita PTSD tingkat sedang dan 16% anak-anak menderita PTSD tingkat rendah.




Sistem Kesehatan




Sampai sekarang, layanan kesehatan mental di Tepi Barat dan Yerusalem Timur disediakan oleh pemerintah dan sektor non-pemerintah. Layanan umum disediakan oleh Kementerian Kesehatan tetapi sebagian besar sistem dioperasikan di bawah dan didanai oleh organisasi kemanusiaan seperti UNRWA. Hanya ada 13 klinik kesehatan mental komunitas di Tepi Barat, dan satu rumah sakit jiwa di Betlehem. Pada tahun 2013, klinik dengan fasilitas rawat jalan merawat lebih dari 2400 pasien. Dari 2.400 pasien, 24,2% didiagnosis dengan gangguan neurotik (PTSD, gangguan kecemasan umum dan depresi klinis) dan 12,2% didiagnosis dengan skizofrenia.




Umumnya, layanan kesehatan mental di Gaza dan Tepi Barat sulit didapat dan tidak konsisten kualitasnya. Tidak ada undang-undang yang membahas kesehatan mental dan tidak ada anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan. Wilayah ini tidak memiliki kebijakan kesehatan mental atau rencana ikhtisar untuk menangani perawatan dan layanan berkelanjutan untuk orang yang sakit mental parah dan mereka yang terkena dampak langsung oleh trauma dan kehilangan.




Apa yang Perlu Dilakukan?




Sistem perawatan kesehatan di Palestina sangat bergantung pada bantuan dan bantuan kemanusiaan. Namun, pendanaan dan bantuan ini dapat dengan mudah dikenakan pemotongan anggaran dari negara-negara seperti Amerika Serikat. Saat ini, Kementerian Kesehatan tidak mengalokasikan dana untuk layanan kesehatan jiwa.
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Untuk mengatasi kesehatan mental secara efektif di Palestina, pemerintah harus menyediakan dana untuk layanan kesehatan mental. Pemerintah juga harus mempromosikan undang-undang yang membahas kesehatan mental. Undang-undang ini dapat mencakup perlindungan hak kerja bagi mereka yang sakit jiwa, integrasi penyakit mental dalam sistem pendidikan serta undang-undang sipil untuk menangani hak untuk memilih atau memiliki properti.




Penting juga bagi Kementerian Kesehatan dan LSM untuk bekerja sama membuat rencana komprehensif yang membahas kesehatan mental. Dalam kolaborasi, organisasi-organisasi ini dapat memperoleh lebih banyak tempat tidur rumah sakit dan membantu rumah sakit menampung lebih banyak pasien. Jika kesehatan mental dijadikan prioritas, hal itu dapat ditangani secara efektif di tahun-tahun mendatang.

Read More.. Kesehatan Mental Masyarakat di Negara Palestina	
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		Program Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan di Palestina – Program Gabungan Haya, dalam kemitraan dengan upaya PBB, bekerja untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sebagai sumber daya penting yang melindungi perempuan dan anak perempuan, program ini bekerja untuk mencapai kesetaraan gender untuk generasi yang akan datang.




Latar Belakang Program
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Program Bersama Haya adalah program hak asasi manusia Palestina yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan melalui pendidikan dan intervensi. Program ini didanai oleh pemerintah Kanada dan bekerja sama dengan berbagai organisasi PBB, seperti U.N. Women, U.N. Office on Drugs and Crime dan U.N. Population Fund. Program Gabungan Haya juga bekerja dengan penegak hukum Palestina dan lembaga pemerintah untuk mengimplementasikan upaya mereka di tingkat lokal.




Program ini berupaya mengubah sikap yang ada tentang kekerasan gender melalui pendidikan masyarakat. Mereka melakukannya dengan mengajarkan teknik intervensi guru bagi mereka yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, program ini mendorong perubahan legislatif penting untuk memberikan perlindungan hukum lebih lanjut bagi perempuan.




Pelatihan Forensik untuk Keadilan Kekerasan Gender




Biro Pusat Statistik Palestina melaporkan bahwa sejumlah besar perempuan telah mengalami kekerasan oleh pasangannya. Kesulitan emosional dan fisik ini secara langsung mempengaruhi lebih dari separuh wanita di Jalur Gaza dan 30% wanita yang pernah menikah di Tepi Barat. Hanya 1% yang pernah melaporkan kejadian ini ke penegak hukum.




Dalam siaran persnya pada 5 Januari 2021, UN Women mengumumkan kerjasama mereka dengan Haya Joint Programme. Rilis tersebut mengindikasikan rencana untuk meningkatkan pelatihan ilmu forensik di satu-satunya laboratorium forensik Tepi Barat untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan termasuk instruksi peralatan laboratorium, melestarikan bukti TKP dan membentuk bukti opini atas nama penyintas kekerasan gender. Pada tahun lalu saja, laboratorium membantu 1.690 kasus untuk menghadirkan bukti forensik di pengadilan.




Selain itu, pelatihan ini membantu dalam identifikasi dan penuntutan pelaku dalam kasus kekerasan seksual dan pembunuhan. Polisi, TKP dan petugas perlindungan keluarga juga mendapat pelatihan penanganan dan pelestarian TKP melalui program ini.




Pelatihan untuk Intervensi Guru




Aspek penting lainnya dari Haya Joint Program adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran seputar gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka mengadakan kursus pelatihan untuk guru tentang topik yang terkait dengan intervensi dan hak hukum bagi perempuan dan anak perempuan di Palestina.




Pada tahun lalu, Pusat Hak Asasi Manusia Palestina mengadakan beberapa sesi pelatihan dengan Program Gabungan Haya untuk pendidik yang mengajar di sekolah-sekolah badan Bantuan dan Pekerjaan PBB di jalur Gaza. Sesi pelatihan mencakup pelajaran tentang bagaimana guru dapat mengenali kekerasan gender di antara siswa, dan memberikan konseling dan rujukan sumber daya lainnya kepada mereka yang membutuhkannya. Guru juga belajar tentang hak hukum perempuan dalam kasus kekerasan, dan tindakan hukum apa yang dapat mereka ambil.




Program ini harus beradaptasi dengan tindakan pencegahan COVID-19 pada tahun lalu tetapi melakukan sesi pelatihan mereka di Zoom selama November dan Desember. Sesi ini masih banyak diikuti oleh 129 guru, dan 103 peserta adalah perempuan.




Isu Global
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Program Bersama Haya mencatat bahwa upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan ini sejalan dengan Tujuan Keberlanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tahun 2030. Tujuan 5 adalah untuk mencapai kesetaraan gender dengan bekerja untuk meningkatkan pendidikan perempuan, meningkatkan posisi perempuan di pemerintahan dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.




Dengan 1 dari 5 wanita mengalami kekerasan pasangan intim setiap tahun, inisiatif seperti Program Bersama Haya sangat penting. Syukurlah, organisasi ini berusaha untuk mengurangi pelanggaran ini dengan mendukung perempuan dan anak perempuan yang pantas mendapatkan keadilan. Program Bersama Haya berfokus pada masalah inti dengan bekerja secara langsung pada hal-hal seperti memperoleh hak hukum dan mengubah sikap. Karena upayanya sangat penting untuk kemakmuran Palestina, program ini melihat ke arah masa depan yang sukses.

Read More.. Program Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan di Palestina	
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		Ketimpangan Perawatan Kesehatan Dan Krisis di Palestina – Krisis COVID-19 di Palestina semakin memburuk akibat konflik di kawasan tersebut. Palestina terdiri dari dua wilayah yang dipisahkan oleh Israel. Ini termasuk Gaza dan Tepi Barat. Dengan Israel mencegah warga Gaza meninggalkan daerah itu, tentara Israel menghancurkan lahan pertanian yang penting bagi perekonomian Palestina.




Orang-orang Palestina, khususnya mereka yang tinggal di Gaza, telah menjalani seluruh hidup mereka secara relatif terisolasi dari sebagian besar dunia luar. Sebuah tembok yang didirikan di sepanjang perbatasan Gaza mencegah warga Palestina meninggalkan wilayah itu dan membuat mereka tunduk pada kebijaksanaan Israel. Bantuan dari LSM dan bantuan kemanusiaan dapat mengurangi krisis COVID-19 di Palestina.




Perawatan Kesehatan Pra-Pandemi di Palestina
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Salah satu konsekuensi dari pendudukan Israel adalah kelangkaan penyedia layanan kesehatan dan sumber daya di Palestina. Untuk mengakses fasilitas kesehatan Israel, warga Palestina harus mendapatkan izin perjalanan, tetapi izin ini sering ditolak. Ada 300.000 warga Palestina yang hidup tanpa akses ke perawatan kesehatan yang memadai di Tepi Barat. Beberapa fasilitas kesehatan yang ada di wilayah pendudukan menghadapi kekurangan peralatan dan obat-obatan. Upaya untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan di Gaza telah terhalang oleh penolakan Israel untuk memberikan izin konstruksi dan pembatasan impor dan ekspor medis.




Dampak COVID-19 pada Layanan Kesehatan Palestina




Krisis COVID-19 di Palestina menghancurkan sistem perawatan kesehatan Palestina yang sudah tidak memadai. Gaza dan Tepi Barat memiliki total 375 tempat tidur ICU dan 295 ventilator di antara mereka, untuk populasi lebih dari tiga juta. Kurangnya sumber daya yang tersedia telah sangat menghambat respons pandemi di wilayah tersebut, dengan pejabat kesehatan menghentikan pengujian COVID pada bulan Juni karena kekurangan alat uji di Gaza.




Satu-satunya laboratorium di Palestina yang mampu memproses tes COVID terpaksa ditutup karena tidak memiliki peralatan yang memadai. Sumber daya rumah tangga seperti pembersih tangan, tisu antibakteri dan bahkan sabun langka di Gaza dan Tepi Barat. Ini karena kurangnya sarana keuangan. Selain itu, warga Palestina tidak memiliki kemewahan untuk menggunakan jarak sosial untuk mencegah penyebaran pandemi karena wilayahnya sangat padat.




Konflik Palestina-Israel yang sedang berlangsung telah memperburuk parahnya krisis COVID-19 di Palestina. Pada Juli 2020, pasukan Israel menghancurkan fasilitas karantina di Tepi Barat, sehingga semakin mengurangi jumlah sumber daya tanggap pandemi yang tersedia bagi warga Palestina. Selain itu, ruang rumah sakit yang dapat digunakan oleh pasien COVID sebagian besar ditempati oleh tingginya volume orang yang mencari perawatan untuk cedera yang diperoleh dari konflik dengan Israel.




Israel juga telah memberlakukan pembatasan pasokan medis, yang kemudian mengurangi kapasitas perawatan di Gaza. Pada April 2020, otoritas Israel menghancurkan pusat pengujian COVID Palestina. Telah dilaporkan bahwa fasilitas air, sanitasi dan kebersihan juga menjadi korban serangan Israel.




Membantu Respons Pandemi di Palestina




Organisasi Kesehatan Dunia menerbitkan Rencana Tanggapan COVID-19 yang diperbarui untuk Palestina pada April 2020. Rencana ini melibatkan peningkatan kapasitas pengujian, menyediakan tempat tidur rumah sakit tambahan, dan mendidik masyarakat Palestina tentang pencegahan virus. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah alat pelindung diri yang tersedia bagi para profesional kesehatan.




Penyedia layanan kesehatan Palestina sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan dan LSM seperti Anera. Anera bekerja untuk meningkatkan akses perawatan kesehatan di Palestina dengan mendistribusikan obat-obatan, kursi roda, dan dana ke penyedia layanan kesehatan di Gaza dan Tepi Barat. Selain itu, Doctors Without Borders atau, Medecins Sans Frontieres, memberikan perawatan medis seperti dukungan trauma, layanan kesehatan mental, operasi dan perawatan untuk pasien luka bakar di wilayah pendudukan.




Pandemi COVID-19 dan wabah penyakit sebelumnya sering disebut sebagai “penyeimbang yang hebat”, karena dapat memengaruhi semua orang. Namun, seperti dicatat oleh Dr. Stephen Mein, populasi berpenghasilan rendah dan kelompok ras dan etnis minoritas lebih mungkin tertular penyakit ini. Kesenjangan sosial ekonomi dan situasi politik seperti konflik Palestina-Israel mencegah pandemi menjadi penyeimbang. Ini karena kelompok yang kurang beruntung terkena dampak secara tidak proporsional.
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Dalam kasus Palestina, ketegangan antara warga Palestina dan Israel memiliki efek yang menghancurkan pada respons pandemi. Isolasi Gaza dan Tepi Barat seharusnya mencegah situasi COVID-19 di Palestina meningkat begitu cepat. Namun, kurangnya dana dan sumber daya medis serta ketegangan politik dan kepadatan penduduk di wilayah tersebut, telah mengakibatkan banyak kematian yang berpotensi dapat dicegah.




Meskipun krisis COVID-19 di Palestina tetap menjadi masalah kritis, jumlah kasus COVID setiap hari terus menurun. Dukungan dari organisasi seperti Anera telah mengurangi tekanan dari kepemimpinan Palestina.

Read More.. Ketimpangan Perawatan Kesehatan Dan Krisis di Palestina	





	

			


	
		Krisis Energi Terbarukan di Negara Palestina
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		Krisis Energi Terbarukan di Negara Palestina – Wilayah Palestina berada di tengah krisis energi yang menghancurkan, membuat jutaan orang tidak memiliki akses listrik yang stabil. 




Namun, fitur alam wilayah ini mungkin memegang kunci untuk memecahkan krisis ini dan meningkatkan mata pencaharian jutaan orang. 




Membuka potensi energi terbarukan di Palestina akan membantu mengurangi jejak karbon yang tumbuh di daerah-daerah seperti Gaza, serta mengisi lubang di jaringan listrik yang sudah tegang yang mendukung Gaza dan Tepi Barat.




Energi di Palestina
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Palestina memiliki ketergantungan yang signifikan pada Israel dan negara tetangga Yordania dan Mesir untuk sebagian besar kebutuhan energinya. 




Namun, sistem ini tidak layak sebagai solusi jangka panjang. 




Ketidakstabilan politik, ledakan populasi, industrialisasi yang cepat dan meningkatnya permintaan untuk standar hidup yang lebih tinggi telah memberikan tekanan luar biasa pada pasokan energi Palestina. 




Faktanya, biaya energi di Palestina adalah yang tertinggi di kawasan dan kelangkaan yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan telah berdampak buruk pada kualitas hidup dan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.




Pemadaman bergilir sekarang menjadi hal biasa di Gaza dan Tepi Barat, menghalangi akses penduduk ke peralatan rumah tangga yang penting, seperti kompor listrik dan AC. 




Hal ini juga menghambat akses ke sarana modernisasi, seperti telekomunikasi dan internet. 




Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, rata-rata warga Gaza memiliki, paling banter, akses listrik selama 12 jam per hari ketika jaringan listrik paling stabil, tetapi ketidakstabilan politik dapat mengurangi akses hingga hanya dua jam per hari. 




Selama musim panas dan musim dingin, ketika tegangan lebih tinggi, penduduk seringkali hanya mengalami tiga hingga empat jam listrik per hari.




Seiring pertumbuhan penduduk Palestina, terutama di zona perkotaan padat di sepanjang Jalur Gaza, pihak berwenang Palestina perlu menemukan cara baru untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat. 




Lingkungan di sekitar wilayah Palestina berpotensi menjadi kunci untuk memitigasi krisis energi yang ada, serta mengurangi ketergantungan energi Palestina pada tetangganya dan memperkuat kelangsungan ekonomi Palestina sebagai negara yang lebih mandiri. 




Pilihan untuk energi terbarukan di Palestina berlimpah dan tersedia di tingkat domestik.




Energi Matahari dan Panas Bumi




Dua pilihan yang paling layak untuk energi terbarukan di Palestina adalah energi surya dan panas bumi. 




Dengan lebih dari 300 hari sinar matahari yang stabil dalam setahun, penduduk Gaza dan Tepi Barat semakin beralih ke energi surya sebagai cara untuk memberi daya pada peralatan kecil sehari-hari, seperti kipas listrik dan bentuk AC lainnya. 




Ini sangat penting selama bulan-bulan musim panas ketika suhu melonjak. 




Bahkan instalasi panel surya kecil yang relatif sederhana memiliki efek luar biasa pada kondisi kehidupan, karena penduduk Gaza sering mengalami pemadaman listrik dan akses listrik yang tidak konsisten. 




Menurut sebuah wawancara yang dilakukan pada tahun 2018 oleh sumber berita Reuters, seorang warga kamp pengungsi Nusseirat di Gaza melaporkan tidak memiliki akses listrik di rumah keluarganya sampai memasang panel surya. 




Sekarang keluarganya dapat menjaga udara tetap sejuk di rumah mereka dengan kipas angin listrik yang bertenaga surya.




Organisasi dan LSM yang Membantu Menyediakan Energi Matahari di Palestina




Beberapa kelompok dan LSM telah membuka jalan bagi penggunaan energi matahari yang lebih luas di Palestina. 




Sunshine4Palestine adalah contoh yang bagus tentang bagaimana sebuah kelompok dapat memanfaatkan energi matahari untuk membantu mengurangi gejala kemiskinan. 




Proyek ini merancang dan memasang pabrik modular yang menyediakan energi matahari ke Rumah Sakit Jenin di Gaza, meningkatkan jam operasinya dari empat menjadi 17 jam per hari. 




Sunshine4Palestine juga mempelopori proyek Tree of Light, menggunakan “pohon” bertenaga surya untuk memanfaatkan energi bersih dan mengubahnya menjadi cara untuk menerangi ruang publik di malam hari, menciptakan jalan-jalan yang lebih aman di Gaza.




Comet ME adalah sebuah LSM Israel yang telah menyediakan panel surya untuk desa-desa di Tepi Barat. 




Desa Shaeb al-Buttim adalah salah satu desa di mana panel yang dipasang Comet telah memasok listrik ke 34 keluarga, yang, jika tidak, tidak akan memiliki sarana untuk mengakses jaringan listrik. 




Upaya tersebut, seperti dalam contoh ini, telah menghidupkan kembali desa-desa yang sekarat, memberi mereka akses ke televisi dan bentuk media lainnya, menawarkan desa-desa seperti Shaeb al-Buttim kesempatan untuk merasa terhubung dengan komunitas internasional.




Kelompok lain, seperti PENGON, Sektor Pengembangan Ma’an dan Kelompok Hidrologi Palestina telah memasok panel surya ke lebih dari 650 pertanian dan rumah di Gaza. 




Mereka juga telah membantu mendidik anggota masyarakat tentang cara berpartisipasi dalam menciptakan Palestina yang berkelanjutan.




Energi Panas Bumi




[image: ]



Metode lain untuk memanen energi terbarukan di Palestina juga ada di depan mata. 




Dalam dekade terakhir, energi panas bumi telah menjadi solusi inovatif untuk menghemat biaya energi untuk memanaskan rumah di musim dingin dan mendinginkan rumah di musim panas. 




Metode ini bergantung pada pemanfaatan perbedaan alami antara suhu tanah dan udara yang terjadi pada bulan-bulan musim panas dan musim dingin.




Terlepas dari konflik dan perjuangan yang dihadapi oleh mereka yang mengadvokasi Palestina yang lebih mandiri energi dan berkelanjutan, baik sektor publik maupun swasta secara aktif menerapkan solusi untuk wilayah tersebut. 




Para pemain yang terlibat memiliki tekad untuk melewati batas-batas politik untuk memberikan Palestina yang lebih stabil bagi populasi masa depan.

Read More.. Krisis Energi Terbarukan di Negara Palestina	





	

			


	
		Perang Melawan Pernikahan Dini Anak di Palestina
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		Perang Melawan Pernikahan Dini Anak di Palestina – Pada tahun 2014, Negara Palestina meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak. Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan anak di Palestina. Namun, pernikahan anak masih menjadi ancaman bagi anak-anak karena diskriminasi gender dan perjuangan ekonomi.




Penyebab Utama Pernikahan Anak di Palestina
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Diskriminasi gender adalah salah satu penyebab pernikahan anak di Palestina. Anak-anak yang tinggal di Jalur Gaza dan Tepi Barat, terutama anak perempuan dan perempuan, menderita kekerasan berbasis gender di seluruh komunitas mereka dan bahkan di keluarga mereka. Beberapa gadis menghadapi pelecehan fisik, seksual dan psikologis. Pada tahun 2015, Women’s Affairs Center (WAC) melaporkan bahwa 65% wanita yang menikah sebelum usia 18 tahun mengalami setidaknya satu tindakan kekerasan di Jalur Gaza. Meskipun Palestina menghasilkan undang-undang dan perjanjian untuk membantu perempuan dan anak-anak, banyak di antaranya sangat luas. Selain itu, mereka tunduk pada berbagai tingkat interpretasi oleh polisi dan lembaga hukum. Karena banyaknya serangan berbasis gender, keluarga menggunakan pernikahan untuk melindungi gadis-gadis ini dari kemiskinan, pelecehan seksual, dan penyerangan. Namun, pernikahan seringkali membawa dampak yang lebih negatif bagi pengantin anak ini.




Kebutuhan untuk kelangsungan hidup ekonomi juga terkait dengan prevalensi pernikahan anak di Palestina. Ketidakstabilan politik telah menyebabkan kemiskinan yang meluas dengan lebih dari separuh keluarga di Palestina hidup di bawah garis kemiskinan. Sebuah survei tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat pernikahan anak tertinggi ada di perkemahan dan Lembah Yordan. Daerah-daerah ini juga paling berjuang dengan pendidikan. Menurut laporan ini, keluarga di daerah ini telah berpaling dari transisi sosial ekonomi dan demografi yang terjadi di Tepi Barat selama dua dekade terakhir. Sementara tingkat pernikahan anak telah menurun di Palestina, daerah-daerah tertentu masih memiliki masalah dalam menjaga keselamatan anak-anak mereka.




Pengaruh Pernikahan Anak di Palestina




Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya, sering mengakibatkan kehamilan dini dan isolasi sosial. Selain itu, banyak pengantin anak memiliki pengalaman sekolah yang minim, yang memperkuat lingkaran kemiskinan. Di Tepi Barat, 21,3% anak perempuan memiliki kelahiran hidup di bawah usia 18 tahun, dan di Jalur Gaza, jumlahnya 23,8%. Kematian terkait kehamilan adalah penyebab utama kematian pada anak perempuan yang menikah dan belum menikah di bawah usia 18 tahun.




Pernikahan anak memiliki banyak efek jangka panjang pada jiwa anak-anak. Ini berdampak negatif terhadap kemungkinan hubungan dan pekerjaan yang sehat di masa depan. Keterlibatan yang kuat ini memunculkan masalah kepercayaan, membuat korban pernikahan anak terisolasi dan rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan. Banyak dari pengantin anak ini tidak menerima dukungan apapun. Selain itu, kesejahteraan sosial pengantin anak juga sering menurun. Perkawinan anak memiliki banyak efek jangka panjang pada kesehatan fisik, psikologis dan sosial anak.




Pria Penentang Pernikahan Anak di Palestina




Freeh Abu T’ema adalah salah satu dari 20 duta perubahan pertama yang bekerja untuk membujuk komunitas mereka untuk menghentikan pernikahan dini. Setelah dua duta besar datang ke rumahnya untuk menghentikan pernikahan putrinya, dia menyadari bahwa pernikahan gadis-gadis muda tidak etis dan memutuskan untuk bergabung dengan para duta besar untuk mengadvokasi perubahan. Dua duta besar yang mengunjunginya adalah Mossa Abu Taema dan Wael Abu Ismael. Pria-pria ini telah menjalani pelatihan dari organisasi berbasis komunitas, Future Brilliant Society, sebagai bagian dari Program Kesetaraan Gender Pria dan Wanita Regional PBB.
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Organisasi ini berfokus pada mendidik laki-laki tentang isu-isu kesetaraan gender untuk mempromosikan kesetaraan gender. Pelatihan ini membantu mereka menjadi advokat untuk perubahan. Akibatnya, kelompok itu berkembang menjadi lebih dari 30 pria di Khan Younis timur (dan Jalur Gaza) dan mencegah 50 pernikahan dan terus bertambah.




Freeh Abu T’ema dan duta besar lainnya meningkatkan kesadaran dengan mendidik orang-orang di komunitas mereka. Mengajar orang, memprotes pernikahan dini dan menyumbang untuk amal adalah cara untuk meningkatkan kesadaran tentang pernikahan dini di Palestina.

Read More.. Perang Melawan Pernikahan Dini Anak di Palestina	





	

			


	
		Meningkatnya Kemiskinan di Palestina Selama Pandemi
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		Meningkatnya Kemiskinan di Palestina Selama Pandemi – Konflik Israel-Palestina, yang telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun, telah membebani stabilitas ekonomi warga Palestina. Pada tahun lalu, pandemi COVID-19 semakin berkontribusi pada tantangan ekonomi yang dihadapi orang-orang di Palestina, yang mengarah pada keadaan kemiskinan yang meluas dan memburuk. Meningkatnya kemiskinan di Palestina menuntut peningkatan bantuan dan dukungan internasional.




Kemiskinan di Palestina
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Sebagian besar penduduk Palestina hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pada tahun 2017, Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) menemukan bahwa satu dari setiap tiga orang Palestina hidup dalam kemiskinan, setara dengan hampir 30% orang. Jalur Gaza memiliki konsentrasi tertinggi warga yang hidup dalam kemiskinan pada tingkat 53%.




Kesempatan kerja yang tidak memadai dan upah yang rendah memainkan peran besar dalam kemiskinan di Palestina. Penelitian menunjukkan bahwa status pekerjaan kepala rumah sangat mempengaruhi risiko kemiskinan. PCBS juga menemukan bahwa 42,1% rumah tangga yang kepalanya tidak memiliki pekerjaan tetap hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan 25,8% rumah tangga dengan kepala rumah yang bekerja.




Ini sangat mengkhawatirkan ketika seseorang memperhitungkan tingkat pengangguran karena 43,1% warga Gaza menganggur pada kuartal terakhir tahun 2020. Upah bulanan rata-rata untuk mereka yang memiliki sumber pendapatan tetap di Gaza hanya 682 ILS (sekitar $207). Banyak orang berpenghasilan di bawah upah minimum, sehingga sulit bagi warga Palestina untuk keluar dari kemiskinan.




Pengaruh COVID-19 terhadap Kemiskinan
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Pandemi COVID-19 menghancurkan sedikit kemajuan yang dibuat Palestina menuju stabilitas ekonomi. Sementara orang-orang Palestina mampu menghindari gelombang pertama pandemi, dua gelombang berikutnya menghancurkan keuntungan ekonomi. Bank Dunia memperkirakan bahwa “setelah pertumbuhan hanya 1% pada tahun 2019,” ekonomi Palestina dapat berkontraksi minimal 7,6% pada tahun 2020. Selain itu, karena penurunan pendapatan, kesenjangan pembiayaan dapat meningkat dari $800 juta pada tahun 2019 menjadi lebih dari $1,5 miliar pada tahun 2020. Vaksin juga menjadi masalah.




Meskipun PBB merilis pernyataan yang menyatakan bahwa Israel bertanggung jawab untuk menyediakan akses yang adil ke vaksin COVID-19 untuk warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, Israel mengecualikan warga Palestina dari kampanye vaksinasi hingga saat ini. Israel hanya memprioritaskan warga Palestina yang bekerja di Israel, mengabaikan jutaan warga Palestina yang tinggal di atau dekat Gaza, yang hanya diberikan 5.000 dosis oleh Israel.




Tanpa vaksin, warga Palestina tidak dapat meninggalkan rumah mereka untuk bekerja dan makan, menjerumuskan mereka lebih jauh ke dalam kemiskinan. Skema COVAX internasional, yang didukung oleh WHO, harus mencakup hingga 20% dari kebutuhan vaksin untuk Palestina. Orang-orang Palestina juga telah mendapatkan “vaksin dalam jumlah terbatas dari tempat lain” tetapi jalan masih panjang untuk mencapai kekebalan kawanan.




Pendidikan di Palestina




Banyak anak Palestina tidak lagi memiliki akses ke sekolah yang aman. Sebuah laporan PBB yang merinci kekerasan yang membuat anak-anak tidak bersekolah menyebutkan ancaman pembongkaran, bentrokan dalam perjalanan ke sekolah antara siswa dan pasukan keamanan, guru berhenti di pos pemeriksaan dan tindakan kekerasan pasukan Israel dan pemukim pada beberapa kesempatan.




Kondisi ini berdampak pada lebih dari 19.000 anak pada tahun ajaran 2018, membatasi kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan dengan aman. Selain itu, pandemi COVID-19 telah memperparah perjuangan mengamankan pendidikan, terutama bagi penduduk miskin Palestina. Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mezan melaporkan bahwa 34,83% siswa Palestina tidak dapat mengikuti kelas virtual karena kurangnya sumber daya dan koneksi internet.




Karena kurangnya pendidikan dan kesempatan, petugas Israel telah menangkap banyak anak yang mencoba menyeberangi perbatasan Israel untuk kehidupan yang lebih baik. Per April 2021, 71,4% anak-anak yang berusaha menyeberangi perbatasan adalah anak putus sekolah yang berusaha keluar dari kemiskinan yang meningkat di Palestina.




Organisasi yang Bekerja untuk Mengurangi Kemiskinan




Organisasi seperti UNICEF menangani krisis pendidikan melalui inisiatif seperti Prakarsa Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewarganegaraan, yang dimulai pada tahun 2015. Program ini berfokus pada peningkatan keterampilan hidup dan pendidikan kewarganegaraan. UNICEF juga melakukan program keterampilan kewirausahaan bagi remaja untuk mendukung pekerjaan mereka di masa depan. Program ini mencakup magang dan konseling karir.




Pada tahun 2020, Program Pangan Dunia (WFP) menghabiskan $57 juta dana AS untuk mengurangi kemiskinan di Palestina, membantu lebih dari 430.000 warga. Ini termasuk 33% rumah tangga yang dipimpin perempuan dan 4,3% dari populasi penyandang disabilitas. WFP menyediakan transfer berbasis uang tunai, paket makanan dan aset dan pelatihan pertanian untuk mengatasi peningkatan kemiskinan di Palestina.




Konflik Palestina-Israel telah memperburuk keadaan kemiskinan di Palestina karena warga berakhir dalam baku tembak. Namun, gencatan senjata yang diumumkan pejabat Palestina dan Israel pada  Mei 2021 mungkin merupakan langkah menuju keamanan dan stabilitas bagi warga Palestina dan Israel. Dukungan internasional yang lebih besar akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di Palestina.

Read More.. Meningkatnya Kemiskinan di Palestina Selama Pandemi	
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		5 Cara Efektif Untuk Mendukung Negara Palestina – Pada 10 Mei 2021, Hamas meluncurkan serangan roket ke Yerusalem sebagai pembalasan atas bentrokan polisi baru-baru ini. Selanjutnya, ini menyebabkan lebih dari seminggu kekerasan berkelanjutan yang menyebabkan ratusan orang tewas. Sementara sejarah konflik ini panjang dan rumit, ada cara untuk mendukung Palestina saat ini. Dengan jutaan orang yang tinggal di kawasan yang tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik, dukungan dari masyarakat internasional sangat penting.
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Mendidik Diri Sendiri




Sejarah konflik di Israel dan Palestina panjang dan rumit, kembali lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk mendukung Palestina adalah dengan menggalang pendidikan tentang apa yang menyebabkan keadaan saat ini. Sebagai contoh, beberapa sumber yang baik di mana orang dapat mempelajari sejarah konflik adalah:




History Channel. History Channel menawarkan latar belakang tentang apa yang terjadi di wilayah tersebut serta sejarah tentang bagaimana hal-hal itu terjadi.




Britannia. Britannica menawarkan pandangan yang lebih dalam tentang perang Arab-Israel yang telah terjadi sejak 1948 untuk menunjukkan bagaimana kekerasan telah menyebar ke seluruh wilayah.




PBB. PBB memiliki lembar fakta tentang sejarah “Pertanyaan Palestina” yang menjelaskan peran masyarakat internasional dalam situasi tersebut.




Boikot Ekonomi




Cara lain untuk mendukung Palestina adalah melalui boikot konsumen yang ditargetkan. Beberapa perusahaan yang diuntungkan dari konflik tersebut antara lain:




Hewlett Packard. Hewlett-Packard (HP) bertanggung jawab atas sistem ID biometrik yang membantu pejabat Israel membatasi pergerakan orang Palestina.




Sabra. Grup Strauss memiliki sebagian Sabra. Ini adalah “perusahaan Israel yang memberikan dukungan keuangan kepada tentara Israel.”




Pillsbury. Berbeda dengan Sabra, Pillsbury memiliki pabrik di tanah pendudukan milik orang Palestina.




Terlepas dari keterlibatan mereka, tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan ini yang mengeluarkan pernyataan tentang konflik saat ini.




Hubungi Pejabat Terpilih




Pada 15 April 2021, Rep. Betty McCollum (D-MN) memperkenalkan Undang-Undang Pembelaan Hak Asasi Manusia Anak-anak Palestina dan Keluarga yang Hidup di Bawah Pendudukan Militer Israel. Tindakan ini akan melarang otoritas Israel menggunakan dana AS di kamp-kamp penahanan Palestina, menghancurkan rumah-rumah Palestina dan mencaplok tanah Palestina lebih lanjut. Menghubungi pejabat terpilih dan mendesak dukungan mereka untuk RUU ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mendukung Palestina.




Bagikan Suara Palestina




Saat ini, media sosial adalah alat yang sangat efektif yang dapat digunakan orang untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Misalnya, di antara cara untuk mendukung Palestina, berbagi suara Palestina di media sosial adalah salah satu yang paling mudah dilakukan. Selain itu, beberapa akun media sosial informasi untuk diikuti meliputi:




Dima Khatib. Seorang mantan editor junior di Al Jazeera, Khatib sekarang menjadi direktur pelaksana AJ+, outlet berita media sosial yang meliput berita di seluruh dunia dengan cara yang tidak memihak.




Laila El Haddad. Dibesarkan di Arab Saudi, Haddad kini menjadi jurnalis di Palestina yang bekerja untuk memberikan wawasan positif menjadi seorang imigran Palestina dan seorang ibu di Palestina.




Jannah Jihad. Lahir di Tepi Barat, Jihad menghabiskan hidupnya di Palestina dikelilingi oleh “keluarga aktivis.” Di usianya yang baru 15 tahun, dia adalah salah satu jurnalis termuda di dunia.




Organisasi




Sebenarnya sudah banyak organisasi yang mencari cara untuk mendukung Palestina. Beberapa organisasi tersebut antara lain:




Dokter Tanpa Batas/Medecins Sans Frontieres. Layanan termasuk konseling jarak jauh, mendukung rumah sakit setempat dan memberikan pelatihan kebersihan dan sanitasi. Selain itu, telah memberikan pelatihan pertolongan pertama dasar kepada staf rumah sakit. Lebih dari 90.000 konsultasi rawat jalan terjadi pada tahun 2019.
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Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWRA). UNWRA memberikan bantuan kemanusiaan seperti pendidikan, perawatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur di 27 kamp pengungsi di seluruh Gaza dan Tepi Barat. Dengan akses air bersih dan listrik pada tingkat krisis, dukungan dari UNRWA sangat penting bagi orang-orang di kamp-kamp ini.




Dana Bantuan Anak Palestina. Organisasi ini menyediakan perawatan medis untuk anak-anak Palestina yang sakit dan terluka. Untuk melakukan ini, ia mengirim dokter sukarelawan ke luar negeri, mensponsori anak yatim, menjalankan program kemanusiaan dan mengerjakan proyek infrastruktur. Sejak didirikan pada tahun 1992, PCRF telah mengirim lebih dari 2.000 anak ke luar negeri untuk perawatan medis gratis dan membangun dua departemen kanker anak di Palestina.




Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung beberapa dekade dan memiliki akar yang rumit. Namun, ada orang-orang di daerah yang membutuhkan bantuan sekarang. Kabar baiknya adalah bahwa ada cara untuk mendukung Palestina dari tempat Anda berada. Dengan mendidik diri sendiri, menyumbang, memboikot, menghubungi pejabat terpilih dan berbagi suara orang-orang di Palestina, siapa pun dapat membantu mendukung orang-orang yang tinggal di sana.

Read More.. 5 Cara Efektif Untuk Mendukung Negara Palestina	
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